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ABSTRAK
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Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Dadin Eka Saputra, S.H.,
M.Hum. Pembimbing Il Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Penanggulangan Illegal Fishing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tentang batasan illegal
fishing di Indonesia dan untuk mengetahui Penegakan hukum pidana Pelaku illegal fishing.
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum
normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini
menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan
Ketentuan batasan illegal fishing di Indonesia adalah, Undang-undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona
EkonomiEkslusif Indonesia. Berlakukannnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya
perubahan tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta
wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melalukan pencurian ikan
secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-undang
perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia. Melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV
Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di
ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
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